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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana terdapat dalam Bab II, dapat

disimpulkan sebagai berikut :

1. Penempatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural pada Dinas

Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Barito Utara

Provinsi Kalimantan Tengah belum sepenuhnya dilakukan secara

efektif. Pada satu sisi pelaksanaan pengangkatan pegawai negeri sipil

dalam jabatan struktural pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan

Transmigrasi Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah

telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Namun dalam kenyataan yang ada ditemukan penempatan

pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural tidak sesuai dengan latar

belakang pendidikan maupun keahlian. Dengan demikian, sulit

diharapkan penempatan seorang pegawai negeri sipil dalam jabatan

struktural pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah akan membawa

daya guna yang maksimal.
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2. Faktor-faktor yang digunakan oleh pejabat yang berwenang ketika

menempatkan seorang pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural

adalah sebagai berikut :

a. Pangkat

b. Tingkat Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

c. Daftar Penilaian Pekerjaan (DP3).

Di samping persyaratan yang disebutkan di atas, atasan juga

memperhatikan faktor-faktor seperti :

1. Senioritas

2. Aspek usia

3. Pendidikan dan pelatihan (Diklat)

4. Pengalaman

Dalam prakteknya penempatan pegawai negeri sipil dalam jabatan

struktural di lingkungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah tidak hanya

ditentukan oleh faktor-faktor yang disebutkan di atas melainkan juga

dilihat dari tingkat kepercayaan dan loyalitas dari atasan kepada

pegawai negeri sipil yang bersangkutan.

B. Saran

1. Penempatan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural pada Dinas

Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Barito Utara Provinsi

Kalimantan Tengah, semestinya dilaksanakan sesuai dengan prinsip the
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right man on the right place (penempatan orang yang tepat pada tempat

yang tepat) dengan memperhatikan latar belakang pendidikan, ketrampilan

maupun keahlian, sehingga fungsi manajemen suatu institusi bisa berjalan

dengan baik.

2. Diharapkan manajemen pegawai negeri sipil untuk masa yang akan datang

dalam memilih dan menentukan calon pejabat yang di anggap layak dan

tepat untuk memduduki jabatan struktural harus sungguh-sungguh

mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional guna

menghasilkan pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi dalam

rangka mengemban tugas dan tanggung jawab jabatannya dalam

menjalankan roda pemerintahan dan mampu bersaing dalam era

globalisasi untuk mewujudkan good govermance.
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